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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi dan pengelolaan
keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dan
sampel penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara.
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner penelitian menggunakan skala
likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan Statistical
Packages for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi
akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah

ABSTRACT

This study aims to determine whether the accounting information system and regional
financial management affect the quality of local government financial reports. The population and
sample of this study were employees who worked at the BPKAD office in North Luwu Regency. The
data collection method used a questionnaire. Kuesioner research uses a Likert scale. Data analysis
used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The
results showed that the accounting information system and regional financial management had a
significant positive effect on the quality of local government financial reports.
Keywords: accounting information system, regional financial management, quality of local

government financial reports.

1. Pendahuluan dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk

Berlakunya UU No 22 Tahun 1999 dan
perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah yang menitik
beratkan pada daerah  kabupaten/kota
memberikan kewenangan luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah yakni
pemerintah daerah harus mampu
menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan secara efisien, efektif, ekonomis

memiliki sistem informasi yang akurat.
Laporan keuangan merupakan media
bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah
mempertanggungjawabkan Kinerja
keuangannya kepada publik. Pemerintah
harus mampu menyajikan laporan keuangan
yang mengandung informasi keuangan yang
berkualitas. Kriteria untuk menilai kualitas
laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun
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2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Indonesia adalah dapat dipahami, relevan,
andal dan dapat diperbandingkan.

Salah satu terobosan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam hal ini menteri
keuangan untuk tujuan bagaimana memantau
pelaporan keuangan salah satunya dengan
mengeluarkan inovasi  sistem  pelaporan
keuangan yaitu serangkaian pedoman mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan, dalam rangkan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi
sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat
kontrol dalam pengelolaan keuangan. Dalam
mengoptimalkan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, saat ini sistem teknologi
informasi yang digunakan adalah sistem
informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi menurut
Kusrini dan Koniyo (2007) adalah sebuah
sistem informasi yang mengubah data
transaksi bisnis menjadi informasi keuangan
yang berguna bagi pemakainya. berdasarkan
pengertian  tersebut  sistem  informasi
akuntansi merupakan sistem yang
mengumpulkan, menyimpan dan mengolah
data keuangan yang digunakan oleh
pengambil keputusan.

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan
daerah disusun berdasarkan perencanaan,
penganggaran, pendapatan dan belanja, serta
administrasi keuangan hingga akuntansi dan
pelaporan. Penerapan sistem administrasi
keuangan daerah harus memenuhi semua
prosedur pengelolaan keuangan daerah
tersebut, sehingga ada korelasi atau hubungan
antara proses dan data. Laporan keuangan
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang
dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi
keuangan. Penerapan suatu sistem aplikasi
dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal,
apakah perusahaan mendapatkan keberhasilan

penerapan sistem aplikasi atau kegagalan
sistem aplikasi Istianingsih, (2009).

Menurut Defitri (2018) informasi dan
data yang disajikan dalam pelaporan
keuangan pemerintah daerah harus sesuai
dengan keinginan dan kemauan pemangku
kepentingan. Oleh karena itu aparat
pemerintah daerah perlu mengetahui dengan
jelas mengenai anggaran yang disusun oleh
penerintah daerah agar tidak terjadi asimteri
informsasi diantara aparat pemerintah dengan
pemangku kepentingan. Untuk mengukur
tingkat keberhasilan, suatu sistem aplikasi
didasarkan pada tingkat kepuasan yang
diterimanya.  Dengan  demikan, demi
memperoleh kualitas informasi yang baik dan
berkualitas dibutuhkan sistem aplikasi yang
mampu untuk mendukung dan mempermudah
dalam pengolahan data. Adanya aplikasi yang
baik tentunya kepuasan penggunanya akan
terpenuhi.

Menurut Yusup (2016) untuk melihat
apakah laporan keuangan pemerintah daerah
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah dapat di lihat melalui Undang-
Undang No.17 Tahun 2003, kemudian
diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No.
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Disisi lain, dalam
melakukan pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah banyak ditemui
penyimpangan atau kecurangan yang terjadi
mengenai informasi laporan keuangan. Hal ini
disebabkan karena masih adanya beberapa
pihak tertentu yang tidak mengikuti prosedur
dan peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Adanya beberapa fenomena yang terjadi
memberikan peluang yang lebih besar bagi
dalam  melakukan  penyimpangan dan
kecurangan dibidang keuangan, yang dimana
saat ini banyaknya kasus yang melibatkan
para pejabat daerah yang terjerat kasus hukum
seperti kasus kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan di Provinsi Banten,
laporan bulanan persedian pada Dinas



Kesehatan tidak dibuat dan nilai persediaan
dari hasil saham opname tidak dapat diatur,
sehingga persediaan-persediaan pada Dinas
kesehatan per 31 Desember 2013 tidak dapat
ditarik kewajarannya
(https://tribunnews.2014).  Disamping itu,
menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani
dalam (Kompas.com) Tahun 2018
menyatakan bahwa masih banyak di daerah
mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian
atas opini mengenai laporan keuangan daerah,
akan tetapi meski mendapat status WTP,
masih banyak kepala daerah yang tersangkut
kasus korupsi seperti kasus yang terjadi di
Depok tentang korupsi proyek pembebasan
lahan Jalan (metro.tempo.c0.2018).

Beberapa pandangan diatas dapat
ditarik sebuah kesimpulan bahwa kualitas
audit merupakan segala kemungkinan dimana
auditor pada saat mengaudit laporan keuangan
klien dan menemukan adanya pelanggaran
dalam sistem akuntansi klien berhak
melaporkannya dalam  bentuk laporan
keuangan auditan, dan berpedoman pada
standar auditing. Oleh karena itu sangat
penting bagi seorang auditor untuk
meningkatkan kualitas audit agar tercipta
sebuah  kepercayaan  publik  terhadap
keakuratan dan validitas laporan keuangan
yang telah diaudit. Ketika kualitas auditor
rendah maka akan memungkinkan terjadinya
kecurangan saat mengaudit laporan keuangan.

Adanya beberapa fenomena yang terjadi
memberikan peluang yang lebih besar lagi
dalam  melakukan  penyimpangan dan
kecurangan dibidang keuangan. Fenomena
yang terjadi disebabkan karena belum
optimalnya peran auditor internal dalam
melakukan sebuah pemeriksaan terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini

kemungkinan disebabkan karena waktu
pemeriksaan yang terbatas dan singkat,
sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan
oleh  auditor internal  tidak  dapat
dimaksimalkan. Terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi menurunnya
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
diantaranya yaitu sistem informasi akuntansi
dan pengelolan keuangan daerah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu
yang mengkaji tentang pengaruh sistem
informasi  akuntansi  dan  pengelolaan
keuangan daerah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah menghasilkan
temuan yang berbeda atau adanya Gap hasil
penelitian. Diantaranya penelitian  yang
dilakukan  oleh  Defitri (2018) yang
mneyatakan ~ bahwa  sistem  informasi
akuntansi  memiliki  pengaruh  terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
sedangkan dalam penelitian Setyowati (2016)
sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh
terhadap  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya
menurut ~ Sholikah  (2016) pengelolaan
keuangan daerah memiliki pengaruh yang
positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah, sementara
berbeda dengan penelitian menurut Desi
Ertambang (2017) pengelolaan keuangan
daerah tidak memiliki pengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian tersebut,
terdapat ketidakonsistenan hasil penelitian
sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan mengangkat
sebuah judul “Pengaruh Sistem Informasi
Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah”
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2. Tinjauan Pustaka
2.1 Teori Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari penelitian
ini  yaitu stewardship theory. Menurut
Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton,
(2010) Stewardship menggambarkan bahwa
tidak ada suatu keadaan situasi para
manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan
individu melainkan lebih fokus untuk tujuan
sasaran utama yaitu kepentingan organisasi..

Teori yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu teori stewardship yang menjelaskan
tentang sebuah eksistensi pemerintah daerah
yang berperan selaku suatu lembaga yang
dapat memberikan pelayanan yang baik bagi
publik, dapat dipercaya dalam menyalurkan
aspirasi masyarakat, serta mampu
pertanggungjawabkan amanah keuangan yang
dibebankan  padanya, sehingga tujuan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat
terpenuhi dan tercapai secara maksimal.

Tercapainya kesuksesan dalam sebuah
organisasi pemerintah dapat dicapai dengan
cara maksimalisasi utilitas principals dan
manajemen. Sebagai seorang manajer dan
auditor internal harus memiliki
tanggungjawab dalam melaksankan tugasnya
dengan mengarahkan segala kemampuan dan
keahliannya dalam mengefektifkan
pengendalian intern untuk menghasilkan
suatu laporan informasi keuangan yang
berkualitas.
2.2 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Nugroho Widjajanto (2001)
sistem informasi akuntansi adalah susunan
formulir, catatan, peralatan  termasuk
komputer dan perlengkapannya serta alat
komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan
laporan yang terkoordinasi secara erat yang
didesain untuk mentransformasikan data
keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan
manajemen. Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) adalah sistem informasi berbasis
komputerisasi yang mengolah data keuangan
yang berhubungan dengan data transaksi
dalam siklus akuntansi dan menyajikannya

dalam bentuk laporan keuangan kepada
manajemen perusahaan.

Akuntansi memiliki kaitan yang sangat
erat dengan sistem informasi, keterkaitan ini
dapat tercerminkan dalam sebuah istilah
informasi akuntansi yang melibatkan semua
kegiatan dan semua pihak dalam sebuah
institusi. Akuntansi berperan sebagai sistem
informasi ekonomi dan keuangan yang
mampu  memberikan  manfaat  kepada
konsumen, untuk memperoleh informasi
akuntasi yang mudah diolah maka dibutuhkan
suatu mekanisme atau kegiatan yang baik.
Sistem pengolahan yang baik adalah sistem
yang terstruktur dan terdiri dari prosedur,
metode, teknik atau cara yang memungkinkan
terlibatnya manusia  sebagai  penunjang
tercapainya tujuan.

Berdasarkan uarian di atas dapat
disimpulkan  bahwa  sistem  informasi
akuntansi adalah proses pengumpulan,
pencatatan, penggolongan, memproses data
atau transaksi perusahaan sehingga menjadi
informasi laporan keuangan yang bermanfaat
dalam pengambilan keputusan.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

UU No. 17, (2003) Keuangan Daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut. Menurut Nugraheni &
Subaweh (2008) pengelolaan keuangan
daerah merupakan suatu bentuk pengelolaam
yang berhubungan dengan sistem
pengendalian internal, pengendalian yang
kurang baik akan menyebabkan terjadinya
beberapap kesalahan atau penyimpangan
sehingga dapat mempengaruhi opini auditor
dalam memeriksa laporan keuangan. Salah
satu bagian terpenting dalam sistem
pengendalian internal adalah informasi dan
komunikasi serta pengawasan/pemantauan,
didalam suatu instansi pemerintahan tentu
memerlukan sebuah informasi komunikasi



yang jelas sehingga dalam menjalankan
aktivitas organisasi terutama informasi
keuangan akan dapat mencapai target yang
telah ditetapkan.

Dalam lingkup pemerintahan, keuangan
daerah dikelola berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisin, tertib,
ekonomis dan transparan serta
bertanggungjawab dengan memperhatikan
asas berkeadilan, kepatuhan dan bermanfaat
untuk publik, yang dimkasud dengan tertib
yaitu dimana pengelolaan keuangan daerah
dikelola secara tepat waktu dan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dengan bukti-
bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

berdasarkan uraian di atas tentang
pengelolaan  keuangan  daerah  dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan
daerah adalah kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban  serta  pengawasan
keuangan daerah yang efektif dan efesien
sehingga menghasilkan suatu pelaporan yang
baik dengan ketentuan karena didukung
bukti-bukti yang kuat.

2.3 Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan
merupakan  laporan  yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh entitas
pelaporan dan karakteristik kualitatif laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi
akuntansi  sehingga dapat  memenuhi
tujuannya. Menurut Bridwan (2004) adalah
ringkasan dari suatu proses pencatatan,
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-
transaksi keuangan yang terjadi selama tahun
buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang berkualitas
dapat dicapai dengan dengan melihat tingkat
baik atau buruknya suatu sistem pengelolaan
keuangan, disamping itu dapat dilihat dari
integritas yang dimiliki oleh aparatur

pemerintahan, dengan hal tersebut laporan
keuangan yang dihasilkan akan memiliki
kualitas yang baik. Laporan keuangan
bertujuan untuk menyajikan segala bentuk
informasi keuangan, mulai dari informasi
saldo anggaran lebih, aktivitas operasi, arus
kas, realisasi anggaran dan perubahan modal
suatu entitas yang nantinya bermanfaat bagi
para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat
disimpulkan ~ bahwa  kualitas  laporan
keuangan  pemerintah  daerah  harus
menyediakan informasi yang berguna dan
bermanfaat  bagi pihak-pihak  yang
berkepentingan dan informasi yang disajikan
harus memenuhi Kkarakteristik kualiatatif
yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan
dapat  dipahami  mengenai  pelaporan
keuangan dalam pengambilan keputusan.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan
penulis menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode
penelitian ilmiah yang sistematis dengan
menggunakan analisis data statistik, yakni
menggunakan model-model matematis, teori-
teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan
fenomena, baik pada bagian-bagiannya
maupun pada hubungannya.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di
Kantor BPKAD Kabupaten Luwu Utara yang
terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan
daerah vyaitu Kepala Dinas BPKAD,
Sekretariat, Bidang Anggaran,
Perbendaharaan, Aset Daerah dan Bidang
Akuntansi. Populasi yang digunakan dalam
penelitian  ini  sebanyak 77  orang.
Pengambilan sampel menggunakan rumus
slovin, sampel dalam penelitian ini
merupakan pegawai yang ditemui oleh
peneliti di lokasi penelitian yaitu sebanyak 40
orang.



3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Sumber data
yang digunakan diperolen melalui alat
pengumpul data berupa kuisioner yang
disebarkan  secara  langsung kepada
responden. Kuesioner menggunakan Skala
Likert lima poin yaitu : Setuju (SS = 5);
Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju
(TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS =1).
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan
untuk memperoleh data secara terperinci dan
baik, maka peneliti menggunakan metode
survey adalah metode pengumpulan data

primer dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada responden individu.
3.5 Teknis Analisis Data
3.5.1 Uji Validitas Data

Pengujian  validitas dala  dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara statistik
yaitu menghitung kolerasi antara masing-
masing pertanyaan dengan skor total dengan
menggunakan  metode produc  moment
personcorrelation. Data dinyatakan valid jika
nilai rhiwng Yang merupakan nilai item dari
correctedi Item — Total Correlation > dari
rapel Pada signifikan 0,05 (5%). Berikut ini
disajikan validitas dari masing-masing varibel
pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

: Jumlah Jumlah
No Variabel Butir  Butir Valid
1  Sistem Informasi Akuntansi (X1) 16 16
2  Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) 9 9
3 Kualitas Laporan Keuangan 9 9
Daerah(Y)
Total 34 34

Sumber: Data primer yang diolah 2020
Berdasarkan tabel tersebut, variabel

sistem informasi akuntansi, pengelolaan
keuangan daerah dan Kkualitas laporan
keuangan daerah dinyatakan valid dan dapat
digunakan sebagai data penelitian.
3.5.2 Uji Reabilitas Data

Realibilitas adalah alat ukur untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Suatu kuesioner
dikatakan reliable jika jawaban dari
responden itu stabil dari waktu ke waktu.
Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas
dengan uji statistik Cronbach Alpha (a).
Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika
memiliki Conbach Alpha> 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

. Alpha Batas
Variabel Cronbach’s Reliabilitas Keterangan
(S)l(s{()am Informasi  Akuntansi 0,885 0,60 Reliabel
(P;r;gjelolaan Keuangan Daerah 0,868 0.60 Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan .
Daerah (Y) 0,843 0,60 Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2020
Berdasarkan  tabel diatas  dapat
disimpulkan bahwa seluruh variabel yang
digunakan pada penelitian ini telah reliabel
karena secara keseluruhan variabel memiliki
nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari
0,60, sehingga layak digunakan untuk

menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam
penelitian ini.
3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini  menggunakan tiga
variabel yang terdiri atas dua variabel
independen dan satu variabel dependen.



Untuk mengetahui pola hubungan antar
variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang
telah diajukan sebelumnya menggunakan

metode analisis regresi linear berganda Hasil
dari model regresi dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1
(Constant) -,948 2,648 -,358 122
X1 ,323 729 13,539 ,000
X2 ,451 ,358 6,651 ,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Dari hasil perhitungan regresi liniear
berganda diatas, dapat dilihat bahwa
hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen diungkapkan oleh rumus
berikut:
Y =-0,948 +0,323X1 + 0,451X> + e
Dimana:
Y  :Kualitas Laporan Keuangan
b : Konstanta
x, . Sistem Informasi Akuntansi
x, :Pengelolaan Keuangan Daerah

3.5.4 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis
secara parsial seberapa besar pengaruh antara
satu variabel independen dengan variabel
dependennya.  Jika  nilai  probabilitas
signifikan < 0,05, maka berarti suatu variabel
independen  merupakan  penjelas  yang
signifikan terhadap variabel dependennya.
Variabel independen meliputi Capital Budget
dan Laporan Operasional, variabel
dependennya yaitu Transparansi. Berikut hasil

e : Standar eror uji T sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji t
Unstandardized  Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1
(Constant) -,948 2,648 -,358 122
X1 ,323 , 729 13,539 ,000
X2 ,451 ,358 6,651 ,000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Data primer yang diolah 2020
Berdasarkan  hasil  tabel diatas, memiliki  pengaruh  positif  terhadap

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t

diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Uji t antara Sistem Informasi Akuntansi
dengan Kualitas Laporan Keuangan
menunjukkan hasil thiung 13,539>  tiabel
1,683 dengan nilai signifikan sebesar 0,000
< 0,056 maka diperoleh bahwa Sistem
Informasi  Akuntansi  Secara  parsial

Kualitas Laporan Keuangan.

b. Uji t antara Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan Kualitas Laporan Keuangan
menunjukkan hasil t hitung 6,651> ttanel 1,683
dengan nilai signifikan sebesar 0,000<
0,05, maka diperoleh bahwa Pengelolaan
Keuangan Daerah secara parsial memiliki
pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan.



3.5.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Uji koefisien determinasi dalam regresi

linear berganda digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kontribusi pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependennya.
Berikut hasil olah data untuk koefisien
determinasi.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?:

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Estimate
Square
1 ,959% 919 ,915 ,37849

Predictors: (Constant), x2, x1
Sumber: Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel tersebut adjusted R
Square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
diperjelas oleh 2 variabel yaitu sistem
informasi  akuntansi  dan  pengelolaan
keuangan daerah sebesar 91,5% sisanya 8,5%
dipengaruhi oleh variabel lain yang belum
diteliti dalam penelitian ini
4. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh sistem informasi akuntansi
terhadap  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah

Pengaruh sistem informasi akuntansi
terhadap  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah didukung oleh teori
Steward dimana teori ini menjelaskan tentang
hubungan antara steward dan principals.
Teori ini lebih lanjut menjelaskan tentang
kebutuhan informasi keuangan antara pihak
manajemen  dengan pihak  pemangku
kepentingan atau pemegang saham. Sistem
informasi akuntansi menjadi sesuatu yang
sangat urgen dalam mengolah suatu
informasi  keuangan, disebabkan karena
setiap transkasi atau kegiatan operasional
perusahaan akan di catat kedalam bentuk
sistem akuntansi dan hasilnya kemudian akan
di laporkan ke pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini sistem informasi
memiliki pengaruh yang positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
di BPKAD Kabupaten Luwu Utara,
dikarenakan para pegawai yang bekerja di
kantor tersebut telah mengerti dan memahami
tentang prosedur akuntansi yang mereka

lakukan, serta sistem akuntansi yang
diterapkan sudah sesuai dengan standar
akuntansi  pemerintahan, sehingga para
pegawai dapat memaksimalkan pekerjaanya
dengan baik dan dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Defitri (2018) yang mengatakan
sistem informasi akuntansi berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Senada dengan penelitian
Untary (2015). yang menunjukkan hasil
sistem informasi akuntansi berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Hal ini  menunjukkan semakin tinggi
pemahaman pegawai mengenai  sistem
informasi akuntansi, maka semakin baik
kinerjanya dalam menjalankan tugasnya, dan
semakin baik sistem akuntansi keuangan
daerah yang dikelola mulai dari proses
pencatatan, pengiktisaran dan penggolongan
dengan melakukan posting ke jurnal ke dalam
buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah
ditetapkan pemerintah sampai pada laporan
keuangan maka kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah akan tercapai dan
menghasilkan  laporan  keuangan yang
berkualitas.

2. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah
terhadap  kuliatas  laporan  keuangan
pemerintah daerah

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah
terhadap  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah daerah juga didukung oleh teori
Steward dimana teori ini menjelaskan tentang



hubungan antara steward dan principals.
Teori ini lebih lanjut menjelaskan tentang
kebutuhan informasi keuangan antara pihak
manajemen  dengan pihak  pemangku
kepentingan atau pemegang saham.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai
dasar dalam menentukan hasil laporan
keuangan daerah yang berkualitas, untuk itu
setiap pegawai perlu memahami dan
mengetahui tentang pedoman pengelolaan
keuangan pemerintah daerah sebagai upaya
untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun
laporan keuangan, dalam penelitian ini
pengelolaan keuangan daerah  memiliki
pengaruh yang positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di
BPKAD Kabupaten Luwu Utara, disebabkan
karena para pegawai yang bekerja di kantor
tersebut telah mengerti dan memahami
tentang prosedur atau pedoman pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban  dan  pemeriksaan,
dengan pemahaman dan pengetahuan para
pegawai di BPKAD Kab. Luwu Utara
mengenai indikator yang digunakan dalam
penelitian ini membuat para pegawai dapat
mengelola keuangan dengan baik dan dapat
melaporkan hasil keuangan secara efektif dan
efesiensi ke pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Sholikah,Astuti,& Sunarko, (2016)
yang mengatakan pengelolaan keuangan
daerah berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Sama
halnya dengan penelitian Sholikah (2016)
yang menunjukkan  hasil  pengelolaan
keuangan  daerah  berpengaruh  positif
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Hal ini menujukkan bahwa prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan diperlukan untuk
mengontrol kebijakan keuangan daerah.
Kebijakan yang dihasilkan harus dapat
diakses dan dikomunikasikan secara vertikal
maupun horizontal dengan pengelolaan

keuangan daerah dan anggaran daerah

dengan ekonomis, efektif, dan efisien

5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  yang

dilakukan ~ mengenai  pengaruh  sistem

informasi  akuntansi  dan  pengelolaan
keuangan daerah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintan daerah di BPKAD

Kabupaten Luwu Utara. Maka kesimpulan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh
positif  terhadap  kualitas  laporan
keuangan pemerintah daerah di BPKAD
Kabupaten Luwu Utara. Hal ini
menunjukkan apabila sistem informasi
akuntansi meningkat, maka kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah
akan meningkat.

2. Pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di
BPKAD Kabupaten Luwu Utara. Hal ini
menunjukkan apabila  pengelolaan
keuangan daerah meningkat, maka
kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah akan meningkat.

5.1 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti

memberikan rekomendasi beberapa saran

yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini  diharapkan  dapat
memberikan  tambahan pengetahuan,
sebagai sumber informasi dan sebagai
sumber pemikiran dalam
mengembangkan disiplin ilmu akuntansi
sektor publik, serta kontribusi dalam
pengembangan  penelitian  khususnya
mengenai sistem informasi akuntansi dan
pengelolaan keuangan daerah terhadap
kualitas laporan keuangan daerah.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah
masukan dan sumber referensi bagi
peneliti selanjutnya.
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